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Waktu Agenda I Keterangan

13.00-13.10 

Pembukaan, Pimpinan Desk menyampaikan:

1. Mekanisme pembahasan Musrenbangnas 2024

2. Rekapitulasi usulan yang Direkomendasikan, Belum Terbahas, 

Tidak Terbahas, dan Tidak Direkomendasikan (Remedial)

Pimpinan Desk

13.10-15.55
1. Pembahasan 20 Usulan (165 Menit)

2. Penyampaian Isu Krusial Lainnya
Seluruh Peserta

15.55-16.00 Penutupan dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Pimpinan Desk



20-30 Usulan

Direkomendasikan

Dibahas Lebih 
Lanjut

Tidak Terbahas 

Dibahas/Tidak Tindak Lanjut

Otomatis diakomodir 
(selama memperoleh rekomendasi dari sektor 
dan K/L)
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Remedial

Usulan dengan ketiga status ini dapat 
diakomodir/ditolak

• Untuk DAK, status ditolak (dengan 
catatan diinput pada fase pengusulan 
DAK)

• Untuk KPBU dan PHLN, status ditolak 
kecuali sudah masuk Lampiran SBPI

• Untuk SBSN, status ditolak kecuali 
masuk ke dalam Daftar Prioritas Proyek 
SBSN pada t-1

POLA PEMBAHASAN PERSIDANGAN

MUSRENBANGNAS 



DIAKOMODIR

Berikan Catatan 
Pelengkap

Masuk RKP dan Renja K/L
(termasuk KPBU dan PHLN yang masuk 

ke dalam Lampiran SBPI)

Masuk ke RKP dan Renja K/L 
apabila syarat sudah dipenuhi

Persyaratan hampir 
terpenuhi

Proposal-Based

Dengan Catatan

Harus Ada 
Catatan

Tidak harus 
ada catatan

Diberi catatan agar Pemda 
mempersiapkan dokumen yang 

dibutuhkan untuk tahun selanjutnya

Merupakan 
Kewenangan Daerah

Kelayakan Masih 
Jauh

APBN:
• Ada di baseline K/L, namun 

persyaratan belum semuanya 
terpenuhi.

• Proposal-based : Programnya sudah 
ada namun belum ada lokasi.

APBN:
• Usulan yang direkomendasikan dalam Rakortekrenbang
• Rutin
•Memenuhi RC: FS, DED, AMDAL, ANDALALIN, RAB serta 

dokumen pendukung lainnya)

KPBU dan PHLN:

• Ada di dalam SBPI K/L

Masuk ke RKP dan Renja K/L 
apabila lokasi sudah disepakati

Diinput pada fase 
pengusulan DAK

Disesuaikan dengan arah kebijakan, 
menu, dan lokasi prioritas DAK Tahun 
2025.

Dokumen RC (FS, DED, AMDAL, dll) sudah 
siap, namun belum disahkan.

• Murni kewenangan daerah.
• Kegiatan bersifat bisnis.
• Untuk KPBU dan PHLN yang tidak masuk ke dalam Lampiran SBPI
• Untuk SBSN yang tidak masuk ke dalam Daftar Prioritas Proyek SBSN pada t-1

Diarahkan ke 

pembiayaan lainnya 

(APBD, dll)

USULAN 
DALAM 
KRISNA 

SELARAS APBN:

• Jika belum ada kepastian kebijakan 

terkait RO dalam dokumen rencana 

terbaru

• Ada kebijakan terbaru, contoh: 

moratorium

• Persyaratan banyak yang belum 

terpenuhi (readiness criteria belum OK)

DITOLAK
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POLA UMUM KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS 2024



Summary Usulan Provinsi Lampung
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20 Usulan pada 
Rakortekrenbang, 
7 Usulan Tidak

Direkomendasikan
dan 7 Usulan

Remedial

5 Usulan

Direkomendasikan dan diindikasikan 
masuk RKP K/L TA 2025 (apabila 

memenuhi syarat)

Dibahas dan disepakati 
pada Desk

Tidak 
Direkomendasikan

7 Usulan

8 Usulan
1. Pelatihan dasar SDM bagi masyarakat disekitar destinasi wisata

2. Export Coaching Program

3. Pengembangan Kawasan Padi mendukung peningkatan produksi/produktivitas

4. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Untuk Pengurangan Beban Terkait Kebutuhan

Dasar

5. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Untuk Peningkatan Pendapatan

6. Sarana Pascapanen Padi untuk mendukung pengembangan kawasan padi

7. SMK yang mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan

8. Pelatihan Upskilling dan Reskilling berstandar Industri

Remedial

7 Usulan

Bukan Prioritas dan/atau 

Bukan Kewenangan Pusat

1.Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang

2.Pembangunan SPAM Regional Lampung

3.Bantuan sarana prsarana bagi UPT balai industri pangan olahan dan 

kemasana

4.Pembangunan, Peningkatan, Perbaikan Prasarana dan Sarana UPTD 

Balai Inseminasi Buatan Provinsi Lampung Menuju ISO 17025:2017

5.Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder

pada Daerah Irigasi yang Luasannya 1000-3000 Ha dan Daerah Irigasi

Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

6.Pengadaan sarana teknologi pertanian (smart farming)

7.Peningkatan Kualitas Transportasi Publik (BRT) pada Wilayah Aglomerasi

Bandar Lampung

Belum Siap

Sudah ada pembiayaan 
lainnya 1. Smart Farming Hortikultura

2. Pembangunan Cold Storage di Kabupaten Lampung Timur

3. Peningkatan dan Pengembangan Sarana UPTD Balai Inseminasi

Buatan Provinsi Lampung Menuju ISO 17025:2017

4. Flood Risk Management of Bandar Lampung City (Masterplan 

Pengendalian Banjir Perkotaan Bandar Lampung

5. Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota TPST Sukadana, 

Karangrejo, dan Bumi Ayu

6. Perencanaan dan Pengawasan Teknik / Survei Topografi Tugu

Cokelat, Pesawaran – Gedongtataan

7. Pengambangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan



Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Usulan Musrenbangnas 2024
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1. Seluruh usulan yang sudah dibahas akan dilakukan kompilasi dan identifikasi berdasarkan 2 (dua)
kategori, yaitu:

a) Usulan Yang Diakomodir/Diterima
b) Usulan Yang Ditolak

2. Ketersediaan pagu anggaran akan disesuaikan dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI)
3. Peta Geotagging akan menjadi bahan masukan penyusunan RKP 2025
4. Akan dilakukan pendalaman teknis usulan dalam forum bilateral dan trilateral meeting atau dalam

forum perencanaan dan penganggaran lainnya (Renja K/L);
5. Menjadi pertimbangan rumusan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); dan
6. Menjadi acuan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



TERIMA KASIH


